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KATA PENGANTAR

Selama lebih dari satu dasawarsa, perkembangan demokrasi di
Indonesia mengalami pasang surut yang ditandai oleh munculnya
beragam konflik dan resistensi kelompok yang mengancam
kehidupan berdemokrasi. Di sisi lain, proses demokrasi itu sendiri
telah memberikan ruang bagi tumbuhnya masyarakat madani sebagai
instrumen penting masyarakat demokratis. Proses tersebut
membutuhkan pembelajaran, diskursus, dan inovasi yang tidak akan
pernah berhenti guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia
yang adil dan sejahtera.

Sebagai sumbangan terhadap diskursus dan inovasi pembangunan
demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia, Fakultas limu Sosial
dan limu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) menyelenggarakan
Seminar Nasional yang bertajuk “Demokrasi dan Masyarakat Madani".
Seminar Nasional FISIP-UT 2011 mengangkat tema: “Peran Negara
dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat
Madani di Indonesia”. Selain mengundang pembicara kunci dan nara
sumber, Seminar Nasional dihadiri oleh para pemakalah yang berasal
dari berbagai institusi, antara lain Universitas Andalas, Universitas
Negeri Padang, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Universitas Pelita Harapan, Kementerian Keuangan,
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Administrasi
Negara, Badan Kepegawaian Negara, ASM Bina Sarana Informatika,
Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Gadjah Mada, Politeknik
Sakti Surabaya, Universitas Udayana, dan Universitas Terbuka.

Buku ini merupakan himpunan makalah yang dipresentasikan pada
Seminar Nasional FISIP-UT 7 Juli 2011. Para pemakalah mengkaji
berbagai permasalahan terkait dengan tema di atas dari berbagai
perspektif yang terbagi ke dalam subtema berikut (1) teorisasi
demokrasi, negara bangsa dan masyarakat madari, (2) membangun
masyarakat madani dan demokrasi, (3) pengembangan kapasitas
infrastruktur demokrasi; dan (4) institusi dan kearifan lokal dalam
tatanan demokrasi.

Akhir kata, berbagai kajian yang terhimpun dalam buku ini diharapkan
menjadi arena diseminasi dan pembelajaran bagi para akademisi,
politikus, aparatus birokrasi, dan masyarakat umum.

Ketua Panitia Semnas FISIP-UT 2011

Anto Hidayat, S.IP, M.Si
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KEMATANGAN SOSIAL DAN MASYARAKAT MADANI

Lilik Aslichati
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Terbuka
lilik@ut.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial
dengan fondasi dasarmnya adalah keadilan dan kesetaraan. Bentuk
masyarakat semacam ini diyakini mampu menumbuhkan masyarakat
bangsa yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Karakteristik
masyarakat madani adalah adanya: (a) demokratisasi, (b) partisipasi
sosial, dan (c) supremasi hukum dalam masyarakat. Artinya,
masyarakat atau warganegara harus kritis dan rasional dalam
menyikapi penyelenggaraan pemerintahan, mampu berpartsipasi
secara aktif dalam semua aspek pembangunan, dan ada pengaturan
penyelenggaraan Negara yang peraturannya ditegakkan secara kuat
dan tegas serta adil. Masyarakat madani akan terbentuk jika
masyarakatnya secara mayoritas sudah memiliki kematangan sosial.
Masyarakat yang matang adalah masyarakat yang mampu berpikir,
bertindak, dan berperilaku sebagaimana laiknya orang dewasa.
Kematangan sosial bukan sesuatu yang instan, melainkan terbentuk
melalui suatu proses yang panjang. Agar terbentuk masyarakat
madani yang benar-benar mampu mendukung naiknya martabat
bangsa Indonesia, perlu ditumbuhkan kematangan sosial yang
terencana, terprogram, dan sistematik sejak dini.

Kata kunci : kematangan sosial, masyarakat madani

Perjalanan demokrasi di Indonesia terus dan sedang mencari bentuk
terbaiknya. Selama pemerintahan orde baru kita merasakan
demokrasi justru dijalankan dengan cara-cara yang anti demokrasi.
Karakteristik adanya persaingan yang sehat dalam masa orde baru,
tidak kita jumpai. Stabilitas dan keamanan atau istilah populernya
ketika itu , aman terkendali, menjadi mantra untuk mengharamkan
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kontestasi politik. Jargon yang ditanamkan adalah politic no, economy
yes. Pada era reformasi dengan model demokrasi langsung,
memberikan angin segar munculnya persaingan politik. Walapun
masih banyak fenomena kecurangan dalam setiap kontestasi, tetapi
keran persaingan sudah terbuka. Terbukanya kontestasi ini
memerlukan kematangan sosial, artinya secara emosional
masyarakat harus dewasa. Masyarakat yang memiliki kematangan
sosial akan mampu berpikir objektif, berpikir positif, mampu
mengendalikan dan menyalurkan emosi, bertanggung jawab, serta
mampu membina hubungan interpersonal yang harmonis dan
konsisten dalam waktu yang relatif panjang. Masyarakat semacam
inilah yang akan menumbuhkan masyarakat madani yang kuat, yang
mampu menjaga agar keran kontestasi sebagai bagian dari
perjalanan demokrasi, tidak kebablasan.

MASYARAKAT MADANI

Wacana publik tentang reformasi dan pengembangan budaya politik
Indonesia umumnya bermuara pada gagasan tentang pembentukan
masyarakat madani Indonesia. Akan tetapi harus diakui masih belum
terdapat pemahaman yang sama di kalangan para ahli dan
masyarakat Indonesia umumnya tentang apa sesungguhnya
masyarakat madani tersebut. Sebagian besar ahli, bertitik tolak dari
kerangka dan pengalaman Eropa Timur dan Amerika Latin, masih
memandang "masyarakat madani" dalam posisi oposisional vis-a-vis
negara, dan bahkan sebagai alternatif bagi Negara.

Pengertian masyarakat madani sudah diperbincangkan sejak tahun
1990-an di kalangan kaum intelektual. Istilah masyarakat madani
merupakan terjemahan dari istilah civil society, yang diartikan
beragam, seperti “masyarakat sipil’,'masyarakat kewaganegaraan”
dan “masyarakat warga". Terjemahan “masyarakat sipil" digunakan
sebagai lawan kata militer; terjemahan  “masyarakat
kewarganegaraan” pernah digunakan oleh Asosiasi Politik Indonesia
(APl) dalam seminar nasional di Kupang pada tahun 1995. Tetapi
pada perkembangannya istilah-istilah itu kalah populer dengan istilah
masyarakat madani.
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Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani adalah
istilah yang digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary
activity which takes place outside of government and the market’,
atau wilayah kegiatan yang dilakukan di luar wilayah pemerintah dan
pasar. Ciri-ciri masyarakat madani adalah:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif
ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2. Menyebamya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan
yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh
kekuatan-kekuatan alternatif.

3. Dilengkapinya program-program pembangunan oleh negara
dengan program-program pembangunan yang berbasis
masyarakat.

4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara
karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu
memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan
pemerintah.

5. Tumbuhkembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat
oleh rejim-rejim totaliter.

6. Meluasnya loyalitas (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga
individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan
tidak mementingkan diri sendiri.

7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-
lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif (Bahmueller,
1997).

Dari beberapa ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat
madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para
anggotanya menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam
menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-
kepentingannya; dimana keadilan dan kesetaraan menjadi
fondasinya.

Meskipun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang
sekali jadi, tetapi terbentuk melalui suatu proses panjang dan
perjuangan yang terus-menerus. Masyarakat madani tidak akan dapat
melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol bagi negara untuk
mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajibannya kecuali ada
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demokratisasi di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suharto
(2002) demokratisasi pada masyarakat madani pada dasarnya ada
dua, yaitu democratic governance (pemerintahan yang dipilih dan
berkuasa secara demokratis), dan democratic civilian (masyarakat
sipi yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan sipil,
tanggungjawab sipil, dan ketahanan sipil). Menurut Chandoke (1995)
demokratisasi merupakan karakter utama masyarakat madani, karena
mekanisme demokrasilah yang mampu mengoreksi kecenderungan
menyumbat masyarakat sipil oleh Negara. Untuk menumbuh-
kembangkan demokratisasi pada masyarakat madani, maka periu
ditumbuhkan partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa.
Partisipasi yang bersih akan tumbuh bilamana terdapat iklim yang
kondusif bagi terjaganya otonomi individu. Antitesa dari sebuah
masyarakat madani adalah tirani yang memasung secara kultural
maupun struktural kehidupan bangsa dengan menempatkan cara-
cara manipulatif dan represif sebagai instrumentasi sosialnya.
Akibatnya masyarakat pada umumnya tidak memiliki daya yang
berarti untuk memulai sebuah perubahan, dan tidak ada tempat yang
cukup luang untuk mengekpresikan partisipasinya dalam proses
pembangunan. Tirani seperti inilah, berdasarkan catatan sejarah,
secara permanen dihadapi oleh gerakan masyarakat sipil. Mereka
senantiasa berusaha keras mempertahankan status quo tanpa
mempedulikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat
Pada masa orde baru cara-cara mobilisasi sosial lebih banyak dipakai
ketimbang partisipasi sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi
bagian yang hilang pada hampir seluruh proses pembangunan yang
terjadi. Demokrasi tanpa adanya partisipasi social akan menjadi
demokrasi pura-pura atau demokrasi semu. Hal lain yang tidak boleh
dihindari adalah adanya supremasi hukum, karena hanya dengan
kuatnya penegakan hukum sajalah keadilan dapat dijamin. Dengan
demikian keadilan harus ditegakkan secara netral, dalam arti tidak
holeh ada pengecualian dalam penegakan hukum. Apabila diurai,
ketiga kriteria tersebut (demokratisasi, partisipasi social, dan
penegakan hukum) menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:

i. Terpenuninya Keoutunan dasar individu, keiuarga, gan Keiompok
dalam masyarakat.
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2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal
sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya
kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan
terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan;
dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan
sosial.

4, Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan
lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum
dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat
dikembangkan.

5. Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta
tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya
dan kepercayaan.

6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan
lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara
produktif dan berkeadilan sosial.

Ketujuh prasarat masyarakat madani tersebut akan tercapai jika para
anggota masyarakat memiliki kematangan social (social maturity),
karena masyarakat yang memiliki kematangan sosial akan mampu
berpikir objektif, positif, mampu mengendalikan dan menyalurkan
emosi, bertanggung jawab, dan mampu membina hubungan
interpersonal yang harmonis dan konsisten dalam waktu yang relatif
panjang. Anggota masyarakat yang matang lah yang mampu
membuat masyarakat madani kuat.

KEMATANGAN SOSIAL (SOCIAL MATURITY)

Teori kematangan sosial atau kadang juga disebut dengan
kematangan emosional, pertama kali dicetuskan oleh Robert Kegan
(1982) seorang psikolog Harvard melalui bukunya “The Evolving Self’,
yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Kematangan sosial berkembang secara bertahap — sebagaimana
halnya dengan kematangan kognitif — dimulai dari pemahaman
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sosial yang sederhana sampai dengan pemahaman sosial yang
kompleks.

2. Apresiasi lingkungan sosial dan emosi manusia sesungguhnya
tidak cukup akurat untuk mengukur kompleksitas lingkungan
sosial, tetapi mereka tetap merupakan representasi terbaik dari
apa yang dapat dilakukan masyarakat pada waktu tertentu.

3. Kemampuan untuk merasakan atau memahami apresiasi
lingkungan sosial yang lebih kompleks akan berkembang seiring
kematangan sosial. Jadi mula-mula seseorang hanya mampu
memahami apresiasi lingkungan hanya dari sisi subjektif,
kemudian secara bertahap menjadi mampu memahaminya dari
perspektif yang berbeda-beda.

4. Tahapan baru dari perkembangan sosial/lemosional seseorang
muncul ketika akhirya mereka mampu melihat dirinya dalam
perspektif sosial yang lebih besar dan luas dan mampu
memahami segala sesuatu secara lebih objekif.

5. Secara progresif tahapan ini semakin berkembang seiring
kematangan diri, di mana subjektivitas makin berkurang dan
tumbuh kemampuan menghargai orang lain dan masyarakat
yang lebih luas.

6. Secara teoretik tahapan ini berakhir seiring dengan kemampuan
memahami sesuatu yang objektif secara objektif. Atau dengan
kata lain ketika tingkat kematangan sosialnya sudah sama
dengan kematangan sosial sebagian besar warga masyarakat
lingkungannya.

TAHAPAN KEMATANGAN SOSIAL

Kegan membagi tahapan perkembangan kematangan sosial dalam 5
tahap, yaitu: incorporative, impulsive, imperial, interpersonal, dan
institutional. di mana bayi sudah mulai berlatih menggunakan reflex
dan inderanya untuk mengenali bahwa di dunia ini ada hal-hal lain
yang bukan dirinya.

Fase incorporative. Pada awalnya, semua bayi sepenuhnya subjektif,
mereka tidak tahu sama sekali cara menginterpretasi segala sesuatu.
Mereka hanya bisa mengenali wajah orang tua dan orang-orang lain
yang terdekat.
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Fase impulsive. Pada fase ini bayi sudah mulai berfatih menggunakan
reflex dan inderanya untuk mengenali bahwa di dunia ini ada hal-hal
lain yang bukan dirinya.

Fase imperial. Pada fase ini anak menjadi “raja kecil" yang menuntut
semua orang memenuhi semua kebutuhannya, karena yang ada pada
kesadaran dirinya hanya dia yang memiliki kebutuhan. Anak tidak
paham bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan yang mungkin
sama.

Fase interpersonal. Pada fase ini anak mulai memahami bahwa ada
kebutuhan orang lain di luar sana yang juga harus dihormati dan
dipenuhi. Anak juga sudah mampu melakukan koordinasi, integrasi,
dan kerjasama dengan orang-orang lain untuk saling memenuhi
kebutuhannya.

Fase institusional. Pada fase ini anak sudah memiliki gagasan,
prinsip, nilai, dan mampu membuat skala prioritas dalam memenuhi
kebutuhannya. Nilai-nilai keberanian, kejujuran, empati, simpati, dan
semacamnya sudah tumbuh kuat pada masa ini. Pada fase ini anak
sudah mampu menempatkan dirinya diantara pergaulan keluarga,
masyarakat sekitar, dan masyarakat yang lebih luas.

Jika fase-fase itu berjalan dengan mulus, maka dapat diharapkan
anak akan tumbuh menjadi pribadi atau orang dewasa yang matang
secara emosional atau sosial. Pribadi-pribadi semacam inilah yang
mesti ditumbuhkan agar masyarakat madani yang sehat dan kuat
dapat terbentuk.

Kematangan sosial bisa terkikis dan menular. Bagi kebanyakan
orang, kematangan ditandai dengan kedewasaan yang diindikasikan
dengan keberanian memasuki jenjang perkawinan, punya
penghasilan sendiri serta lepas dari bimbingan orang tua. Namun,
terutama dalam situasi menekan, kritis dan berisiko, kita sendiri
kemudian dapat menyadari ataupun menyaksikan bahwa respons
individu sering menunjukkan ketidakdewasaan. Seorang atasan bisa
saja “mengecilkan” harga diri bawahannya sedemikian rupa, sehingga
setiap individu yang menyaksikan kejadian tersebut bisa melihat
bahwa sang atasan-lah yang tidak bijaksana. Seorang professional
pun bisa tidak mengakui kesalahan yang dibuat, bahkan menuding
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orang lain yang perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang
dibuatnya. Bila dibahas lebih dalam lagi, maka kita bisa
menyimpulkan bahwa tidak bijaksananya individu disebabkan karena
ia belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan baik oleh
lingkungan maupun oleh dirinya sendiri.

Kenyataan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kematangan
tidak diturunkan, bukan bawaan sejak lahir, tetapi benar-benar
dipelajari dan dilatih. Selain itu kematangan atau ketidakmatangan
juga bisa terkikis dan menular. Bayangkan betapa menyedihkannya
bila menyaksikan seorang yang sudah berangkat matang, kemudian
merosot karena berada di lingkungan yang bobrok. Seorang ahli
psikologi sosial bahkan menuliskan bahwa kematangan atau
ketidakmatangan bisa merupakan ciri sekelompok orang, misalnya
kelompok orang yang terlalu fanatik sehingga mempunyai keyakinan-
keyakinan yang tidak objektif lagi ataupun kelompok orang yang
mempunyai norma yang jelas-jelas sudah tidak diterima masyarakat
tetapi tetap membenarkannya, atau sekelompok orang yang maunya
selalu mendesakkan keinginannya tanpa mau tahu dengan
kepentingan kelompok masyarakat lainnya. Bahkan pemimpin atau
penyelenggara negara juga bisa secara tidak matang menentukan
arah politiknya, sehingga mengakibatkan penderitaan jutaan rakyat.

Bagaimana cara menumbuhkan kematangan diri dan kematangan
sosial? Eileen Rahman dan Sylviana Savitri, psikolog dari lembaga
konsultansi  pengembangan  sumberdaya manusia  Experd
memberikan beberapa tip untuk menumbuhkembangkan kematangan,
antara lain:

1. Pertajam Kesadaran

Seorang teman saya, membutuhkan waktu sangat panjang untuk
meninggalkan pekerjaannya yang sangat nyaman namun tidak
memancing tanggungjawab, bahkan memperlakukannya sebagai
robot, Pekerjaannya demikian bertumpuk, sehingga selama lebih dari
5 tahun, ia tidak punya kesempatan menampilkan kemampuannya
untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketka ia
memberanikan dirinya untuk meninggalkan pekeraan tersebut, 1a
merasakan banyak kekurangan dirinya, baik dalam ketrampilan teknis
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dan juga hubungan interpersonal. “Saya merasa dibutakan dalam
lingkungan yang nyaman. Saya merasa ketinggalan” katanya. Untung
saja teman kita ini masih mempunyai kemampuan untuk menyadari
kekurangan dan mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri.

Hal yang sering terjadi adalah bahwa kenyamanan lingkungan kerja
dapat menyebabkan orang tidak berani keluar dari lingkungan
tersebut, memelihara sikap kebal dan pengecutnya, bahkan
mengembangkan imaturitasnya sampai tua. Tumpulnya kesadaran
yang dipelihara sering menyebabkan ketidakmampuan individu untuk
berdialog dengan hati nurani atau katahatinya, sehingga ia kehilangan
kacamata objektif dan positifnya dan memang “dibutakan” dari
realitas.

2. Perkuat Sifat Ksatria

Tindakan "hara-kiri" (bunuh diri demi kehormatan) memang sudah
tidak banyak terjadi di Jepang, negara di mana kebiasaan itu
dilakukan oleh para Samurai di jamannya. Di jaman modern ini,
mungkin budaya seperti itu tampil dalam bentuk budaya “shame and
guilf' alias malu, seperti.tindakan mengundurkan diri pejabat yang
bertanggung jawab terhadap kejadian yang merugikan atau
mencelakakan orang lain atau negara, sekedar untuk membuktikan
sikap ksatrianya . Seorang "guru” mengatakan“Maturity is humility. It
is being big enough to say, | was wrong’. And, when right, the
mature person need not experience the satisfaction of saying, "l told
you so."

Berbeda dengan prestasi, individu memang tidak bisa "pamer
kematangan” dengan mudah, tetapi harus membuktikannya dengan
tindakan yang teruji. Sikap obyektif, positif, bertanggungjawab dan
matang emosi hanya bisa ditakar dalam hati. Bila seorang pimpinan
ingin bersikap bijaksana, adil dan "fair", maka ia perlu menyelesaikan
pergulatan dan konflik internalnya di dalam hati dan tidak menyatakan
keras-keras,"Saya mengambil keputusan yang bijaksana, loh". Kita,
bangsa Indonesia, memang pintar-pintar, tinggal pe-er di depan mata
adalah menjadi bangsa yang matang. (Eileen Rahman, KOMPAS, 10
Mei 2008)
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